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Abstrak

Sistem proteksi kebakaran adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik
yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif,
sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya
terhadap bahaya kebakaran.

Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui penerapan sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif
di Puskesmas X Kota Tanjungpinang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, rancangan
penelitian adalah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disiapkan untuk pedoman wawancara dan
lembar observasi untuk panduan pengambilan data. Dalam penelitian subjek penelitian berjumlah 5 orang
yaitu Kepala Puskesmas, staf Kasubag tata usaha, Penanggung jawab dibidang bangunan, pra sarana dan
peralatan Puskesmas, staf sistem informasi Puskesmas, dan Petugas pelaksana K3 Puskesmas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas X sudah memiliki sistem proteksi kebakaran aktif
dan pasif namun belum berjalan dengan baik. Masih belum tersedianya sarana proteksi kebakaran aktif
seperti sistem deteksi, sprinkler dan hidran. Sehingga disarankan kepada pihak Puskesmas X untuk
melengkapi sarana sistem proteksi kebakaran aktif dan memperhatikan pemeliharaan sarana kebakaran
yang sudah tersedia di Puskesmas X.

Kata kunci : Kebakaran, Sistem proteksi aktif, Sistem proteksi pasif

Abstract

A fire protection system is a system consisting of equipment, fittings, and facilities, both installed
and constructed in buildings that are used for active protection systems, passive protection systems, and
management methods to protect buildings and their environment against fire hazards.

This study aimed to determine the application of active and passive fire protection systems at
Puskesmas X, Tanjungpinang City. This research is a type of qualitative research, the research design is
to use a list of questions prepared to guide interviews and observation sheets to guide data collection. In
this study, there were 5 research subjects, namely the Head of the Health Center, the staff of the Head of
the Administrative Subdivision, the Person in charge of the building sector, pre-Puskesmas facilities and
equipment, the Health Center information system staff, and Health Center K3 implementing officers.

The results showed that the Puskesmas X building already had an active and passive fire
protection system, but it was not working properly. There are still no active fire protection facilities such
as detection systems, sprinklers, and hydrants. So it is suggested to Health Center X complete the means of
an active fire protection system and pay attention to the maintenance of fire facilities that are already
available in the building of Health Center X.

Keywords : Fire, Active protection system, Passive protection system
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PENDAHULUAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu upaya perlindungan kepada
tenaga kerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja terhadap bahaya dari akibat
kecelakaan kerja. K3 tidak hanya berlaku pada dunia industri melainkan pada lingkungan
masyarakat, UMKM, dan laboratorium (Wahyuni, 2018).

Upaya K3 sudah diperkenalkan dengan mengacu pada peraturan perundangan yang
diterbitkan sebagai landasanna yaitu UU No. 1/1970 tentang keselamatan kerja. Dalam
peraturan perundangan tersebut ditegaskan bahwa dalam setiap tempat kerja wajib
diselenggarakan upaya K3, serta mengatur sanksi hukum bila terjadi pelanggaran
terhadap ketentuan tersebut.

Berdasarkan data dari National Fire Protection Association (2020), dinas pemadam
kebakaran di Amerika Serikat menanggapi sekitar 1,3 juta kebakaran selama tahun 2019.
Kebakaran ini menyebabkan sekitar 3.700 kematian warga sipil dan 16.600 lainnya
terluka. Kerusakan properti diperkirakan mencapai $14,8 miliar. Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB, 2019) juga menyebutkan bahwa telah terjadi 2.929
kejadian kebakaran di Indonesia sejak tahun 1997 hingga 2018. Kerugian yang
ditimbulkan berupa kerusakan pada 12.206 bangunan rumah, meninggalnya 333 jiwa, dan
rusaknya 28 bangunan fasilitas kesehatan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 52 Tahun 2018
Sistem Proteksi aktif terdiri dari apar, sprinkler, detektor panas dan smoke detector,
Sistem Proteksi pasif terdiri dari jalur evakuasi, pintu darurat, tangga darurat, dan tempat
titik kumpul aman. Puskesmas merupakan layanan publik yang berorientasi lebih pada
bidang preventif berbasis masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada pasien
sepatutnya ada standar operasional prosedur (SOP) untuk melindungi pasien dan
paramedik (Rakyat, 2010).

Lingkungan kerja puskesmas dan jenis pekerjaan yang bervariasi serta segala fasilitas
dan peralatannya, harus dipelihara sedemikian rupa untuk menjaga K3 serta mencegah
kebakaran dan persiapan menghadapi bahaya. Puskesmas merupakan garda terdepan
dalam pencegahan jika terjadi kegawat daruratan maupun memberikan keterampilan
pertolongan sesuai dengan kemampuan (Saputra, 2018).

Kebakaran yang terjadi di gedung fasilitas kesehatan dapat membawa dampak
kerugian yang sangat luas juga berisiko tinggi menimbulkan korban jiwa dikarenakan
fasilitas kesehatan memiliki pasien yang tengah menjalani proses perawatan dan dalam
kondisi tidak mampu secara fisik juga mental sehingga proses evakuasi yang dilakukan
juga berbeda dari proses evakuasi kebakaran yang biasa dilakukan di tempat umum
lainnya seperti gedung perkantoran, gedung swalayan, pemukiman, dan hotel (Saputra,
Kridawati, & Wulandari,2019).

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, faktor
keselamatan adalah suatu syarat yang harus dipenuhi oleh bangunan gedung, dimana
kebakaran merupakan salah satu aspeknya (Ginting, 2021). Menurut Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi
Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, bahwa keselamatan masyarakat
yang berada di dalam bangunan dan lingkungannya harus menjadi pertimbangan utama
khususnya terhadap bahaya kebakaran, maka suatu bangunan harus memiliki sistem
proteksi kebakaran, baik itu aktif maupun pasif, dilengkapi dengan kelengkapan tapak
dan sarana penyelamatan jiwa (Hidayat, 2017).
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Bahaya yang dapat memicu terjadinya kebakaran di Puskesmas X dalam observasi
awal banyak terdapat pada instalasi listrik yang dapat menyebabkan korsleting listrik
sehingga memicu terjadinya kebakaran. Selain itu juga terdapat bahaya lain yang berupa
ruang genset dengan bahan bakar minyak yang juga berpotensi menimbulkan ledakan
sehingga terjadi kebakaran dan ruang laboratorium yang berpotensi menimbulkan
kebakaran. Pihak pengelola gedung Puskemas X menuturkan bahwa seluruh sarana
proteksi kebakaran aktif dan pasif yang ada di Puskesmas X masih kurang dan belum
pernah diadakan penilaian atau pengecekan. Sehingga pengelola gedung tidak tau apakah
sarana tersebut berfungsi dengan baik atau tidak. Oleh karena itu, peneliti ingin
mengevaluasi pemenuhan sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif yang ada di
Puskesmas X Kota Tanjungpinang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini key
informan atau subjek penelitian berjumlah 5 orang yaitu, kepala Puskesmas, Staf Kasubag
Tata Usaha, Penanggung jawab di bidang bangunan, Pra sarana dan peralatan puskesmas,
Anggota dibidang sistem informasi puskesmas dan Petugas pelaksana K3 puskesmas.
Variabel yang diteliti dalam sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif, yaitu sistem
proteksi aktif : alarm, APAR, sistem deteksi, sprinkler, dan hidran. Sistem proteksi pasif
: tangga darurat, pintu darurat, jalur evakuasi, dan titik kumpul. instrumen penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Prosedur pengolahan data ialah data-data yang telah terkumpul kemudian
dikelompokkan dan dianalisa secara kualitatif untuk dibandingkan dengan standar
nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Proteksi Aktif
a. Alarm
Berdasarkan acuan dari SNI 03-3985-2000 tentang Tata cara perencanaan,
pemasangan dan pengujian sistem deteksi dan alarm kebakaran untuk pencegahan
bahaya kebakaran pada bangunan gedung, maka dapat diketahui bahwa terdapat 1
persyaratan yang sudah sesuai dan terdapat 3 persyaratan yang tidak sesuai dari 4
persyaratan

Tabel 1
Kesesuaian Alarm kebakaran di Puskesmas X dengan SNI 03-3985-2000
No | Eelemen SNI 03-3985-2000 Sesuai | Tidak
tentang tata cara perencanaan dan pemasangan sistem pipa tegak danslang untuk Sesuai
pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung
1. | Alarm mempunyai bunyi serta irama yang khas hingga mudah dikenal sebagai alarm kebakaran N
2. | Bunyi alarm mempunyai frekuensi kerja antara 500- 1000Hz dengan tingkat kekerasansuara N
minimal 65 db (A).
3. | Irama Alarm mempunyai iramasofat yang tidak menimbulkan kepanikan kepada penghuni sebuah N
gedung
4. | Semua bagian ruangan dalam bangunan dapat dijangkau oleh sistem alarm kebakaran \

Berdasarkan SNI 03-3985-2000 Alarm kebakaran adalah komponen dari sistem
yang memberikan isyarat atau tanda setelah kebakaran terdeteksi. Sistem alarm
digunakan untuk memberitahukan kepada pekerja atau penghuni dimana suhu
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kebakaran bermula. Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa di
Puskesmas X sudah memiliki alarm kebakaran yang berjumlah 6 (enam) alarm
kebakaran dengan jenis sistem alarm kebakaran manual.

Berdasarkan hasil lembar observasi mengenai kesesuaian alarm kebakaran di
Puskesmas X yang dibandingkan dengan SNI 03-3985-2000 tentang tata cara
perencanaan, pemasangan, dan pengujian sistem deteksi dan alarm kebakaran untuk
pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung, menunjukkan bahwa alarm di
Puskesmas X masih kurang baik. Hal ini dapat terlihat dari 4 persyaratan, hanya 1
yang telah sesuai. Alarm yang ada di Puskesmas X sudah lama tidak dilakukan
pemeriksaan atau uji coba terhadap alat tersebut sehingga tidak diketahui bunyi atau
suara alarm tersebut. Alarm kebakaran sangat diperlukan agar pada saat terjadi
kebakaran bisa diketahui sedini mungkin.

b. APAR

Berdasarkan acuan dari Permenkes No 52 Tahun 2018 tentang K3 di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan, maka dapat diketahui bahwa terdapat 15 persyaratan yang
sudah sesuai dan terdapat 3 persyaratan yang tidak sesuai dari 18 persyaratan.

Tabel 2
Kesesuaian Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Puskesmas X dengan
Permenkes No. 52 Tahun 2018

No Eelemen Peraturan Menteri KesehatanNo0.52 Tahun 2018 tentang K3 di Sesuai | Tidak
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai
1. | Jarak tempuh suatu penempatan APAR dari setiap tempat atau titik dalam bangunan harus N
tidak lebih dari jarak 25m
mudah terlihat instruksi pengoperasiannya N

mudah terlihat tanda identifikasinya \
Mudah dicapai(tidak terhalang olehperalatan atau material-material lain N
APAR diletakkan di dekat koridor ataulorong yang menuju exit

APAR diletakkan dekat dengan area yang berpotensi bahaya kebakaran, akan tetapi tidak terlalu
dekat karena mampurusak oleh sambaran api.

Tempatkan APAR sesuai dengankarakteristik tempat

Hindari tempat yang menyebabkankorosif

Jika diluar ruangan, APAR terlindungidari kerusakan.

Dalam area khusus,apabila bahan yang disimpan mudah terbakar didalam ruangan yang kecil atau
tempat tertutup,tempatkan APAR diluar ruangan

11.| Kapasitas APAR minimal 2 kg denganketentuan sekurang kurangnya 1 buah APAR untuk ruangan
tertutup denganluas tidak lebih dari 25m?

12.| Minimal 2 buah APAR kimia untuk luastempat parkir tidak melebihi 270m?

13.| SDM fasyankes mampu menggunakanAPAR sesuai standar prosedur operasional yang tersedia di
tabung APAR dan melakukan pemantauan kondisi dan masa pakai secara berkalaminimal 2 kali
dalam setahun

14.| Pemasangan APAR dipasang pada dinding atau dalam lemari kaca

15.| APAR dalam box disertai palu pemecah N
16.| Dipasang sedemikian rupa sehinggabagian paling atas berada pada ketinggian maksimum 120cm

@AW N

S|@e|®|N

©
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dari permukaan lantai. N
17.| Untuk jenis CO2 dan bubuk kimiakering penempatannnya minimum215cm dari permukaan lantai. N
18.| Tidak diperbolehkan dipasang di dalamruangan yang mempunyai temperature lebih 49°C dan N
dibawah 4°C.
TOTAL 15 3

APAR di Puskesmas X dibandingkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.
52 Tahun 2018 tentang K3 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Dari hasil wawancara
dengan lima informan, menjelaskan bahwa di Puskesmas X sudah memiliki APAR
yang berfungsi untuk memadamkan suatu nyala api yang berskala kecil dan baru
terjadi kebakaran, agar nyala api tidak meluas ke area sekitar terjadinya suatu kejadian
kebakaran.
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APAR merupakan alat pemadam api kebakaran yang bisa diangkut, diangkat, dan
dioperasikan oleh satu orang (Ramli,2010). Para informan juga menjelaskan bahwa
pemeliharaan atau pengecekan APAR di Puskesmas X dilakukan dalam satu kali
setahun. Namun pada hasil telaah dokumen tidak menunjukkan bahwa Puskesmas X
melakukan pengecekan atau pemeliharaan terhadap APAR. Hal ini dikarenakan
Puskesmas X tidak memiliki dokumen pemeliharaan APAR. Berdasarkan hasil
observasi di lapangan, terdapat total 8 APAR jenis powder dan 7 APAR jenis CO?,
sehingga total terdapat 15 tabung APAR yang ada di Puskesmas X. Hal ini juga
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizki (2016), yang menyatakan bahwa
penempatan antara APAR yang satu dengan lainnya atau kelompok satu dengan
lainnya < 15 meter. APAR harus diperiksa secara berkala dalam 2 tahun sekali dan
harus mempunyai tanda pemasangan APAR.

c. Sistem Deteksi

Dari lima persyaratan mengenai sistem deteksi yang dibandingkan dengan
Permen PU RI No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi
Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, belum memenuhi persyaratan
karena Puskesmas X belum memiliki sistem deteksi kebakaran.

Tabel 3
Kesesuaian Sistem deteksi di Puskesmas X dengan
Permen PU RI No. 26/PRT/M/2008

No Elemen Permen PU RI No.26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Sesuai | Tidak
Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan Sesuai
1. | Terdapat detektor yang dipasang diseluruh ruangan

2. | Setiap detektor yang terpasang diruangan dapat dijangkau untukpemeliharaan serta untuk
pengujian secara periodik

3. | Detektor diproteksi terhadap kemungkinan rusak karena sebuah gangguan mekanis

4. | Detektor dilakukan sebuahinspeksi, pengujian, dan pemeliharaan

5. | Rekaman hasil dari semua inspeksi, pengujian, dan pemeliharaan harus disimpan untuk jangka
waktu 5 tahun untuksuatu pengecekan oleh instansi yang berwenang

Total - 5
Menurut Permen PU RI No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem
Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, detektor kebakaran
merupakan alat yang dirancang untuk dapat mendeteksi adanya suatu kejadian
kebakaran dan dapat mengawali suatu tindakan. Sistem deteksi dibagi menjadi tiga
yaitu alat pendeteksi asap, alat pendeteksi panas, serta alat deteksi nyala api.

Dari hasil wawancara dengan lima informan diketahui bahwa Puskesmas X
belum memiliki sistem deteksi kebakaran. Berdasarkan hasil observasi lapangan juga
tidak terdapat sistem deteksi yang ada di Puskesmas X. Hal ini dikarenakan masalah
anggaran biaya yang belum cukup untuk pengadaan sarana sistem deteksi kebakaran.
Dari hasil telaah dokumen juga tidak terdapat sarana maupun dokumen tentang sistem
deteksi kebakaran.

< <2 < 2]

d. Sprinkler

Berdasarkan acuan dari Permen PU RI No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan
Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, belum
memenuhi persyaratan karena Puskesmas X belum memiliki sarana sprinkler.
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Tabel 4
Kesesuaian Sistem deteksi di Puskesmas X dengan

Permen PU RI No. 26/PRT/M/2008

No Eelemen Permen PU RI No. Sesuai | Tidak
26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran PadaBangunan Sesuai
Gedung dan Lingkungan

1. | Terpasang sebuah sprinkler otomatik
2. | Airyang digunakan tidak mengandungsuatu bahan kimia yang mampu menyebabkan terjadinya

\/

J
korosi.

\/

J

Sprinkler tidak diberi ornament, car, dan pelapisan.

Air yang digunakan tidak mengandungserat dan bahan lain sehingga mampu mengganggu sistem
bekerja dari sprinkler.
5. | Setiap sistem sprinkler otomatis harus dilengkapi sekurang-kurangnya 1 jenissistem penyediaan air

yang mampu bekerja secara ototmatis, bertekanan dan berkapasitas cukup, serta dapat diandalkan RN
setiap saat
6. | Sistem penyediaan air harus dibawahpenguasaan pemilik gedung. N
7. | Disediakan sambungan yang memungkinkan petugas pemadam kebakaran memompakan air ke N
dalam sistem sprinkler
Jarak minimum antara 2 kepalasprinkler berjarak <2m v
Kepala sprinkler yang terpasang merupakan kepala sprinkler yang dapattahan terhadap korosi N
10.| Kotak penyimpangan kepala sprinkler cadangan dan kunci kepala sprinkler ruangan ditempatkan v
pada ruangan yang bersuhu < 38°C
11.| Jumlah persediaan kepala sprinkler cadangan > 36. v
12.| Sprinkler cadangan sesuai baik tipe maupun temperatur rating dengan semua sprinkler yang telah N
terpasang.
13.| Tersedia sebuah kunci khusus untuk sprinkler (special springkler wrench) N
Total - 13

Menurut Permen PU RI No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem
Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, Instalasi sprinkler
adalah suatu instalasi pemadam kebakaran yang dipasang secara tetap atau permanen
di dalam bangunan yang dapat memadamkan kebakaran secara otomatis dengan
menyemprotkan air di tempat mula terjadi kebakaran.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa Puskesmas X belum memiliki sarana
proteksi kebakaran sprinkler. Berdasarkan observasi di lapangan juga tidak terdapat
sprinkler di Puskesmas X. Hal ini dikarenakan karena masalah anggaran biaya yang
belum cukup untuk pengadaan sprinkler. Dari hasil telaah dokumen juga tidak
terdapat sarana maupun dokumen tentang sprinkler.

e. Hidran
Berdasarkan acuan dari SNI 03-1745-2000 tentang tata cara perencanaan dan
pemasangan sistem pipa tegak dan slang untuk pencegahan bahaya kebakaran pada
bangunan gedung, belum memenuhi persyaratan karena Puskesmas X belum
memiliki sarana hidran.
Tabel 5
Kesesuaian Hidran di Puskesmas X dengan SNI 03-1745- 2000

No | Eelemen SNI 03-1745-2000 tentang tatacara perencanaan dan pemasangan sistem pipa tegak | Sesuai| Tidak

dan slang untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung Sesuai
1 Tersedia hidran gedung dan hidran halaman N
2. | Kotak hidran terletak tidak kurang dari0,9 m atau lebih dari 1,5 m diatas permukaan lantai R
3. | Kotak hidran tidak boleh terhalang N
4. | Setiap hidran dicat dengan warna yangmenyolok mata R
5. | Apabila jenis kaca mudah pecah (breakglass) untuk katup pelindung, harus disediakan alat
pembuka, yang dilekatkan dengan aman dan tidak jauh dari area panel kaca \
6. | Kotak hidran hanya digunakan untukmenempatkan peralatan kebakaran seperti selang, sambungan R
selang,kepala selang, keran pembuka
7. | Hidran halaman diletakkan disepanjangjalur akses mobil pemadam kebakaran v
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8. | Jarak hidran dengan sepanjang akses mobil pemadam kebakaran kurang dari50 meter dari hidran B

9. | Sumber daya listrik darurat harus direncanakan dapat bekerja secara otomatis apabila sumber daya|
listrik utama tidak bekerja dan harus dapat bekerja setiap saat \
10.| Pasokan air untuk hidran halaman harussekurang-kurangnya 2400 liter/menit pada tekanan 3,5 bar

serta mampu mengalirkan air selama 45 menit \
11.| Hidran dilakukan inspeksi/ pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan R
Total - 11

Hidran adalah alat yang dilengkapi dengan slang dan mulut pancar (nozzle) untuk
mengalirkan air bertekanan yang digunakan bagi keperluan pemadaman kebakaran
dan diletakkan dihalaman bangunan gedung. Menurut SNI 03- 1745-2000, kotak
hidran merupakan yang didalam nya terdiri dari rak slang, slang nozzle dan katup.

Dari hasil wawancara dengan para informan diketahui bahwa Puskesmas X
belum memiliki hidran. Selanjutnya pada observasi di lapangan juga tidak ditemukan
hidran di Puskesmas X berdasarkan telaah dokumen juga tidak terdapat dokumen
tentang hidran. Sistem fire hydrant berfungsi sebagai alat pengendali api darurat
dengan menyediakan suplai air yang dibutuhkan oleh tim pemadam kebakaran. Hal
ini dikarenakan karena masalah anggaran biaya yang belum cukup untuk pengadaan
sarana hidran di Puskesmas X.

2. Sistem Proteksi Pasif
a. Tangga Darurat
Berdasarkan acuan dari SNI 03-1746-2000 tentang tata cara perencanaan dan
pemasangan sarana jalan keluar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada
bangunan gedung , maka dapat diketahui bahwa terdapat 2 persyaratan yang sudah
sesuai dan terdapat 2 persyaratan yang tidak sesuai dari 4 persyaratan.

Tabel 6
Kesesuaian Tangga Darurat di Puskesmas X dengan SNI 03- 1746-2000
No Eelemen SNI 03-1746-2000 Sesuai| Tidak
tentang tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan keluar untuk penyelamatan Sesuai
terhadap kebakaran pada bangunan gedung.
1 Tangga darurat atau penyelamatan harus dilengkapi dengan pintu darurat yang tahanterhadap api
dengan arah pembukaan ke arah tangga dan menutup secara otomatis \
2 | Pintu harus dilengkapi petunjuk “KELUAR” atau “EXIT” denganwarna terang dan dapat terlihat
pada saat gelap v
3 | Tangga darurat dan bordes harusmemiliki lebar minimal 1,20 m dan tidak boleh menyempit ke N
arah bawah
4 | Tangga darurat harus dilengkapidengan sebuah pegangan tanganyang kuat setinggi 1,10 m. N
Total 2 2

Penerapan tangga darurat dibandingkan dengan SNI 03-1746-2000 tentang tata
cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan keluar untuk penyelamatan terhadap
bahaya kebakaran pada bangunan gedung, dari hasil wawancara diketahui Puskesmas
X sudah memiliki tangga darurat yang dapat digunakan apabila terjadi keadaan
darurat. Dari hasil observasi di lapangan total terdapat 6 (enam) tangga darurat yang
ada di Puskesmas X. Tetapi tangga darurat di Puskesmas X tidak sepenuhnya
memenuhi persyaratan. Karena dari 4 persyaratan, hanya ada 2 persyaratan yang
sudah sesuai.

b. Pintu Darurat

Berdasarkan acuan dari Permenkes No. 52 Tahun 2018 tentang K3 di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan, belum memenuhi persyaratan karena Puskesmas X belum
memiliki pintu darurat.
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Tabel 7
Kesesuaian Pintu Darurat di Puskesmas X dengan
Permenkes No. 52 Tahun 2018

No Eelemen Permenkes No. 52 Tahun2018 tentang K3 di Fasilitas Sesuai | Tidak
Pelayanan Kesehatan Sesuai
1 Setiap bangunan atau gedung yang bertingkat lebih dari 2 lantai harus dilengkapi dengansebuah R

pintu darurat
2 Lebar pintu darurat minimal 100 cm, membuka ke arah tangga penyelamatan, kecuali pada

lantaidasar membuka ke arah luar (halaman) v
3 | Pintudarurat diutamakan harustahan terhadap sambaran api \
Total 3

Pintu darurat merupakan pintu yang dapat langsung menuju ke tangga kebakaran
dan hanya dapat dipergunakan pada saat terjadi keadaan darurat atau terjadi kejadian
kebakaran (Sunarso, 2010).

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan telaah dokumen Puskesmas X tidak
memiliki pintu darurat serta tidak terdapat dokumen tentang pintu darurat. Hal ini
dikarenakan Puskesmas X hanya memiliki gedung dengan 2 lantai, hal ini sudah
sesuai dengan ketentuan Permenkes No. 52 tahun 2018 tentang K3 di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan, bahwa setiap bangunan atau gedung yang bertingkat lebih dari
2 lantai harus dilengkapi dengan pintu darurat, sedangkan Puskesmas X hanya
memiliki 2 lantai, sehingga tidak diwajibkan memliki pintu darurat.

c. Titik Kumpul

Dari tujuh Persyaratan mengenai titik kumpul berdasarkan acuan dari peraturan
NFPA 101 tentang life safety code dan PUPR No. 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan
Kemudahan Bangunan Gedung, maka dapat diketahui bahwa terdapat 6 persyaratan
yang sudah sesuai dan 1 persyaratan yang tidak sesuai dari 7 persyaratan.

Tabel 8
Kesesuaian Titik Kumpul di Puskesmas X dengan NFPA 101 tentang
life safety code dan PUPR No. 14 Tahun 2017

No Eelemen NFPA 101 tentang lifesafety code dan PUPR No. 14 Sesuai | Tidak
Tahun 2017 tentang PersyaratanKemudahan Bangunan Gedung Sesuai

Terdapat tempat berhimpun setelah evakuasi

Tersedia petunjuk tempat berhimpun

Luas tempat berhimpun minimal 0,3 m per orang

Jarak minimum titik berkumpul dari bangunan gedung adalah 20muntuk melindungi pengguna
bangunan gedung dari keruntuhanatau bahaya lainnya

Titik kumpul dapat berupa jalanatau ruang terbuka

Lokasi titik berkumpul tidak bolehmenghalangi akses dan maneuver mobil pemadam kebakaran N

7 | Memiliki akses menuju ke tempat yang lebih aman, tidak meghalangidan mudah dijangkau oleh
kendaraan atau tim medis \
Total 6 1

Penerapan titik kumpul dibandingkan dengan standar NFPA 101 tentang life
safety code dan PUPR No. 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan
Gedung, dari hasil wawancara dengan para informan diketahui bahwa Puskesmas X
sudah memiliki titik kumpul yang ada pada setiap bangunan gedung. Dari hasil
observasi dilapangan juga diketahui total terdapat 3 titik kumpul yang ada di
Puskesmas X. Berdasrkan hasil telaah dokumen tidak ditemukan dokumen tentang
penerapan titik kumpul di Puskesmas X.

Dari 7 persyaratan, ada enam persyaratan yang sudah sesuai. 1 persyaratan yang
belum sesuai, yaitu lokasi titik kumpul yang menghalangi akses dan manuver mobil
pemadam kebakaran hal ini karena satu titik kumpul yang ada di Puskesmas X berada
di lahan parkir sehingga bisa menghalangi manuver mobil pemadam kebakaran dan
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tidak mudah dijangkau oleh kendaraan atau tim medis pada saat terjadi bencana
kebakaran karena dijadikan tempat parkir oleh pengguna atau pengunjung Puskesmas
X.

d. Jalur evakuasi

Dari empat persyaratan berdasarkan acuan dari SNI 03-1746-2000 tentang tata
cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan keluar untuk penyelamatan terhadap
bahaya kebakaran pada bangunan gedung, maka dapat diketahui bahwa terdapat 2
persyaratan sudah sesuai dan 2 persyaratan yang tidak sesuai dari 4 persyaratan.

Tabel 9
Kesesuaian Jalur Evakuasi di Puskesmas X dengan
SNI 03- 1746-2000

No Eelemen SNI 03-1746-2000 Sesuai | Tidak
tentang tata cara perencanaandan pemasangan sarana jalankeluar untuk penyelamatan Sesuai
terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung
1 Mengarah ke titik kumpulatau titik aman yang telahditentukan oleh instansi terkait N
2 | Jalur evakuasi berwarna hijaudan bertulisan warna putih N
3 | Ukuran tinggi huruf 10cm dan tebal huruf 1cm N
4 | Dapat terlihat jelas dari jarak 20meter dan penandaan harusdisertai dengan penerangan N
Total 2 2

Penerapan jalur evakuasi dibandingkan dengan SNI 03-13746-2000 tentang Tata
Cara Perencanaan dan Pemasangan Sarana Jalan Keluar Untuk Penyelamatan
Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung. Dari hasil wawancara dengan
lima informan dan hasil observasi diketahui bahwa Puskesmas X sudah memiliki jalur
evakuasi yang dipasang pada setiap Gedung dan dapat digunakan saat terjadi bencana
kebakaran. Jalur evakuasi ini mengarah ke halaman depan gedung tepat di lokasi titik
kumpul. Dengan adanya jalur evakuasi ini, karyawan atau penghuni Puskesmas X
dapat segera mengevakuasi diri ketika terjadi suatu bencana kebakaran.

Dari 4 persyaratan, ada dua persyaratan yang sudah sesuai dengan SNI 03-13746-
2000, Dua persyaratan yang belum sesuai yaitu, Jalur Evakuasi dipasang tanpa
dilengkapi dengan penerangan, ukuran tinggi huruf hanya 3 cm serta tebal huruf tidak
mencapai 1 cm sehingga penandaan Jalur Evakuasi tidak dapat terlihat dengan jelas
dari jarak 20 meter, Jalur Evakuasi merupakan salah satu aspek penting yang
dibutuhkan pada saat terjadi bencana kebakaran sebagai tanda jalur untuk mengarah
ke area yang lebih aman untuk mengevakuasi diri.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sistem proteki aktif dan pasif di Puskesmas X,
dapat disimpulkan bahwa sistem proteksi aktif seperti Alarm, Sistem deteksi, Sprinkler,
dan Hidran masuk dalam kategori kurang baik, karena belum sesuai dengan regulasi,
sedangkan pemasangan APAR telah masuk dalam kategori baik karena telah sesuai
dengan regulasi.

Sistem proteksi kebakaran pasif seperti tangga darurat dan jalur evakuasi masuk
dalam kategori yang kurang baik, karena belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi.
Sedangkan titik kumpul dan pintu darurat masuk kedalam kategori baik karena telah
sesuai dengan regulasi.
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SARAN

Puskesmas X agar dapat mengajukan anggaran terkait dengan sistem proteksi
kebakaran,

Melalukan maintenance secara berkala terhatap sistem proteksi kebakaran,
Melakukan perbaikan atau pemeriksaan kembali terhadap alarm kebakaran yang
sudah lama tidak dilakukan pemeriksaan

Sebaiknya titik kumpul memiliki kondisi area aman, mudah dijangkau dan tidak
mennghalangi akses dan manuver mobil pemadam kebakaran,

Mengubah bahan pembuatan tanda jalur evakuasi dengan bahan fosfor, agar dapat
terlihat ketika malam hari atau saat listrik dipadamkan.

Memperhatikan kembali pemasangan jalur evakuasi seperti pemasangan ulang pada
jalur evakuasi yang sudah lepas.
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